FERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Menimbang

Mengingat

LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFAT| JEPARA,

. bahwa sebagai pelaksanaan urusan Pemerintah daerah

sesual dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu
untuk menyesuaikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Dasrah:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan, Susunan QOrganisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara

- Undang-Undang  Momar 13 Tahun 1950  tentanp

Pambentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

. Undang-Undang Momor 8 Tahun 1974 tertang Pokok-

pokok  Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahur 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimang
telah diubah dengan Undang-Undang Momor 43 Tahun
1998 [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoresia Nomor 3850 )

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 53
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4385}

- Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerch  (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 lentang Pemerintahan Dasrah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2005 Momar 108, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004  teniang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusal dan
Daerah | Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2004 Momor 128, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4438 )

Peraturan Pemerintah, Nomor 8 Tahun 2003 lentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (- Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
4262

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Femindahan dan
Pemberhentian Pegawai Neger Sipl {Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momar 42653),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pangelolaan Keuangan Dasrah {Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4578).

Feraturan Pemerintah Mamor 79 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Fenyslenggaraan
Pemerintanan Daerah {Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Momer 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Peraturan Pemerintah Momor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2006 MNomor 96, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4663).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERVWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEFARA

Menetapkan

Drar

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN ;

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI|, TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABLIPATEN JEPARA



Laa

BAB |
KETENTUAN LIMUR

Fazal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

N

T
8.

9.

Daerah adalah Daerah kabupaten Jepara

Pemerintah Daerzh adalah Bupali dan perangkat daerak sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah:

Bupati adalah Bupati Jepara

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara ;

Perangkat Dagrah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Gaerah yang
bertanggungiawab kepada Kepala Daegrah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Palisi Fameng Praja sesuai dengan
kebutuhan Daerah ;

Lembaga Teknis Daersh adalah Unsur penunjang Pemarintah Daerah yang
berbentuk Badan dan Kantar

Kepala adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah ;

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah yang
berbentuk Badan :

Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Lembaga
Teknis Daerah yang berbentuk Badan:

10.Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang Lembaga Teknis Daerah yang

barbentuk Badan ;

11.Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk

Kantor

BAB Il
PEMBENTLIKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Dagrah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang lerdiri dar ;

0o b 0 B -

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah -

Badan Pengawasan Daerah ;

Badan Kepegawsaian Daerah ;

Badan Perpustakaan, Arsip Daerah dan Data Elektronik -

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah -

Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat :
Badan Kesatuan Bangsa dan Kesejahteraan Sosial -

Kantor Keluarga Berencana Dacral |



BAE

KECUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
EADAN PERENCANAAM PEMBANGUMNAN DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya dalam Peraturan Daarah ini
disebut BAPPEDA adalah unsur pelaksana tugas terentu Pemerintah Daerah di
bidang perencanaan pembangunan Daerah yang dipimpin aleh seorang Kepala yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dagrah.

Fasal 4

BAPFEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah
Daerah dibidang perencanaan pembangunan.

Pasal &5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BAPPEDA

mermpuryai fungsi ;

a. perumusan kebijakan leknis dibidang perencanaan pembangunan;

b Euurdinasi perencanaan semua perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintan
aerah;

(= penyarllanggaraan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di

daeran;

penyusunan Rencana Pembangunan Daerah ;

kaardinasi laparan pelaksanaan tugas pembantuan dan Dekonsentrasi |

pelaksanaan ketatausahaan;

pengumpulan dan pengelolaan data ;

penyusunan statistik daerah ;

pelayanan umum di bidangrya;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

—Too o a

Bagian Kedua
Susunan Oraanisasi
Pasal &

(1) Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari
a. Kepala:
b. Bagian Tata Usaha. terdiri dan .
1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
2. Sub Bagian Umum
¢. Bidang Pemerintahan dan Socsial Budaya, terdin dari -
1. Sub Bidang Pemerintahan Umum ;
2. Sub Bidang Sosial Budaya dan Pendidikan.
d, Bidang Ekonomi, terdiri dari -
1. Sub Bidang Indagkop ;
<. Sub Bidang Pertanian ;



g, Bidang Prasarana dan Tata ruang, terdir dari :

1. Sub Bidang Pekerjaan Umum :

2. Sub Bidang Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam
f. Unit Pelaksana Teknis {(UPT), terdiri dari :

1. UPT Penelitian Perngambangan

2. UPT Data dan Statistik
4. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh searang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA.

(3] Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggungjewab kepada Kepala BEAPPEDA.

{4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin cleh secrang Kepala vyang berada di
bawah dan berlanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

(%) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang membawahinya.

(€} Masing-masing UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawsh dan
tertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA

(7] Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin aleh searang teraga fungsional senior

yang ditumjuk oleh pejabat yang berwenamg dan bertanggungjiawab kepada
Kepala BAPPEDA

(8) Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA sebapaimana dimaksud pada ayat (1)

Tercantum dalam lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar
Paraturan Daerah ini,

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS FOKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGAMISASI
BADAN PENGAVYASAN DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7
Badan Pengawasan Daerah selanjutnya dalam Peraturan daerah ini disebut
BAWASDA merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dibidang
pengawasan daerah yang dipimpin nleh seorang Kepala yann berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalu Sekretaris Daerah

Pasal 8

BAWASDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah dibidang pengawasan internal daerah



Fasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal g, BAWASDA

mempunyai fungsi :

perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan

penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah :

pelaksanaan pemeriksaan terhadap lugas Pemerintak Daerah -

pengujian dan penilaisn atas kebenaran laporan berkala dan atau insidentil dari

setiap tugas perangkat daerah -

pengusutan mengenai  kebenaran laporan  atay pengaduan  terhadap

penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan, pargkonomian,

kesejahteraan sosial, aparatur pendapatan dan kekayaan :

f. pembinaan tenaga fungsional pengawasan dilingkungan Badan Pengawasan
Dagrah ;

g. pengelolaan urusan ketatausahaan

n. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas

.. pelaksanaan wgas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesusi dengan tugas
dan fungsinya
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®

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Fasal 10

(1) Susuran Organisasi BAWASDA | terdiri dari

a. Kepala:

b. Bagian Taia Usaha | terdiri dari
1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi -
2. Sub Bagian Umum.

. Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur, terdini dari -
1. Sub Bidang Pengawasan Pemerintahan Umum
2. Sub Bidang Pengawasan Aparatur

d. Bidang Pengawasan Pembangunan dan Perekonomian, terdiri dari |
1. 3ub Bidang Pengawasan Perckonomian, Sesial Budaya dan Pendidikarn
2. Hub Bidang Pengawasan Pembangunan

2. Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari -
1. Sub Bidang Pengawasan Keuangan Daerah
2. Sub Bidang Pengawasan Kekayaan Daerah -

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

{2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala BAWASDA,

{3} Masing-masing Bidang dipimpin olah seprang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kapaln BAWASDA

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggungjawsb kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

(%) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh searang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggurigiawab kepada Kepala Bidang yang membawahinya.

(B} Kelompak Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk oleh pejabal yang berwenang dan bertanggungjawab kepada
Kepala BAWASDA



(7] Bagan Susunan Organisasi BAWASDA sebagaimana dimaksud pacs ayat (13
tercantum pada Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah inj .

BAE

KEDUDUKAN, TUGAS F‘EJHDE, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokak dan Furigsi
Pasal 11

Badan Kepegawsian Daerah selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut BKD
merupakan unsur pelaksana lugas tertenty  Pemerintah Daerah di bidang
kepagawaian yang dipimpin oleh secrang kepala yang berada dibawah dan
bertanggungjawab: kepada Bupati malalui Sekretaris Daerah

Pasal 12

BKD mempunyai tugas membaniu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah
Daerah di bidang formasi, pengadaan, mutasi, pengembangar  karier,
pemberhentian, pendidikan dan latihan, pensiun dan pambinaan kepegawsaian .

Pasal 13

Urtuk menyslenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 BKD

mempunyai fungsi :

pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian !

parumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kepegawaian

perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian ;

pelayanan administrasi dibidang kepegawsian :

pelaksanaan pembinaan jasmani dan rohani |

peningkatan kesejahteraan pegawai -

Pemberian sanksi / penghargaan kepada pegawai

pelaksanaan dan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk  teknis

pendidikan dan latihan pegawai -

L pengelolaan sistem infarmasi kepegawaian daerah 3

| pergncanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang kepegawaian

K. pengelolaan urusan kelalausahaan

| pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan oleh Bupati sesuaj dengan tugas
dan fungsinya

Toe oo ow



Baman Kedua
Susunan Organisasi

Pazal 14

(11 Susunan Organisasi BKD terdin dari -
g. Kepals,
b. Bagian Tata Usaha, terdin dari
1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi -
2. Sub Bagian Umum
¢. Bidang Perencanaan dan Fengembangar Pegawai, terdiri dari -
1. Sub Bidang Perencariaan dan Farmasi -
2. Sub Bidang Jabatan, Perghargaan dan Tands Jasa:
d. Bidang Mutasi Pegawai, terdin dari -
1. Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan ;
2 3ub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian/Pensiun ;
¢. Bidang Kesejahteraan dan Pengolatan Data, terdiri dari -
1. Sub Bidang Pembiraan dan Kesejahteraan -
2. Sub Bidang Pengolahan dan Penyajian Data.
f. Unit Pelaksana Teknis (UPT Pendidikan dan Latihan { Diklat)) .
g. Kelompak Jabatan Fungsional |

(2} Bagian Tata Usaha dipimpin oleh sedrang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala BKD.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh sagrang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala BKD.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin alsh secrang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tala Usaha

{&) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang membawahinys

(6) UPT Diklat dipimpin cleh seorang Kepala vang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala BKD.

(7} Kelompok Jabaian Fungsional dipimpin oleh secrang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk cleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada
Kepala BKD.

(8) Bagan Susunan Organisasi BKD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tercantum
pada lampiran 1l yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan
Dasrah ini .



BAE VI

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERFUSTAKAAN, ARSIF DAN DATA ELEKTRONIK

Bagian Pertama
Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 15

Badan Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik selanjutnya dalam Peraturan Dasrah
ini disebut BAPADE merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah
dibidang perpustakaan, arsip dan data elektronik yang dipimpin oleh searang Kepala
vang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 16

BAFADE mempunyai iugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah
Daarah dibidang perpustakaan, arsip dan data elektronik.

Fasal 17

Untuk menyelenggarakan lugas szbagaimana dimaksud dalam Pazal 16, BAPADE
mempunyai fungsi ;
a. perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan, arsip dan data eletronik |
b, pengelolaan dan pengendalian data elekironik, arsip dan perpustakaan daerah ;
¢, pembinaan bimbingan dibidang kearsipan, perpustakaan, sistem informasi
manajermesn dan telematika;
d. penyajian data elektronik, arsip dan bahan pustaka karya cetak dan karya rekam
daerah ;
g penyelenggaraan kerasama pengelalaan perpustakaan, arsip dan pengelolaan
data elekironix dan pemeliharaan;
f. pengendalian, pengoperasian dan pemsliharaan komputer, perencanaan dan
pengadaan perangkat keras / lunak komputer ;
penyusunan dan analisa datz serta penyiapan dan pengembangan berbagai
sistem aplikasi ;
distribusi data dan irfarmasi melalui jaringan intranal dan internet
pelaksanaan urusan tata usaha ;
pelayanan umum dibidangnya ;
pengadaan, perawatan dan penyajian bahan-bahan pustaks ;
penataan dan pencatatan bahan pustaka dan referensi
. pengaturan manajemen perpustakaan, arsip dan data elektronik ;
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupali sesuai tigas dan
fungsinya.

= = Ronke oris pitn (il =

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Fasal 18

(1} Susunan Crgamsasi BAPADE, terdiri dari
a. Kepala;



b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Parencanaan dan Evaluasi -
2. Sub Bagian Umum
c. Bidang Perpuslakaan Daerah, terdiri dari -
1. 3ub Bidang Akuisisi dan Pangalah :
2. Sub Bidang Pelayanan dan Referansi |
d. Bidang Arsip Daerah, terdiri dari -
1. Sub Bidang Pembinaan Kearsipan :
2. Sub Bidang Pengelolaan Arsip .
e. Bidang Data Elektronik, tardiri darj -
1. 3ub Bicang Sistim nformasi Manajemen
2. 5ub Bidang Telematika,
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

{2) Bagian Tata Usaha dipimpin aleh searang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala BAPADE.

{3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala BAPADE.

{4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin aleh sesrang Kepala yang berada di bawah
dan bentanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha,

() Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh searang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang membawsahinya,

() Kelormpok Jabatan Fungsional dipimpin olah secrang tenaga fungsional seanior

yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada
Kepala BAPADE.

(7)Bagan Susunan Orgarisasi BAPADE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini

EAB Vil
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGS|, DAN SUSUNAN ORGAN ISASI
BADAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Pazal 19

Badan PengelolaAN Keuangan Daerah selanjutnya datiune Meratuean Daorab jm
dissbut BPKD merupakan unsur pelaksana tugas lerteniu Pemenntah Daerah
dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretarizs Daerah.

Fasal 20

BPFKD mempunyai lugas membantu Bupati dalam pernyelenggaraan Pemerintat
Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
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PENyUsUnan dan pelaksanaan kebijakan pengeidiaan Keuangan Dasrah
panyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubatian APED

Pelaksanaan pemungutan Pajak

pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah ;

PENyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam ran ka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD : - TR i
penyelenggaraan administrasi pemerintahan di bidangnys :

pelaksanaan ketatausahaan :

. pelaksanaan fugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupali sesuai tugas dan

fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pazal 22

(1) Susurian Organisasi BPKD. terdiri dar -
a.

Kepala
b. Bagian tata Usaha, terdiri dari -
I. Subbag Perencanaan dan evaluasi -
2. Subbag Urmum :
¢. Bidang Anggaran, terdiri dari :
1. Sub Bidang Perencanaan .
2. Sub Bidang Pengendatian
d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari -
1. Sub Bidang Perbendaharaan ;
2. Sub Bidang Kas Daerah :
€. Bidang Pendapatan dan Kekayaan Daarah, terdiv darj -
1. Sub Bidang Pendapatan :
2. Bub Bidang Kekayaan Daerah ;
f. Bidang Akuntansi dan Verifikasi, terdiri dari :
1. Sub Bidang Akuntansi
2. Sub Bidang Verifikasi
g. UPT Pemungutan Pajak
h. Kelompok jabatan Fungsional

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh secrang Kepala vang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala BPKD

{3) Masing-masing Bidang dipimpin aleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala BFKD.

{4} Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh searang Kepala vang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

(%) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang membawahinya.



(6) UPT Pemungutan Fajak dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggungjawzab kepada Kepala BFKD.

(7] Kelompok Jabatan Fungsional dipmpin aleh searang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk oieh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada
Kepala BPKD.

{8) Bagan Susunan Organisasi BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran ¥V, yang me&rupakan bagian tidak terpisahkan dar
Peraturan Daerah ini.

BAE VIl

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN FPERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
FPasal 23

Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat selanjutnys
dalam Peraturan Daerah im disebut Badan Satpal PP dan Linmas mearupakan unsur
pelaksana tugas iertenty Pemerintah Daerah dibidang Pemeliharaan  dan
Fenyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum  serta pedindungan
masyarakat dipimpin  oleh  seorang  Kepala yang  berada  dibawah  dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dasrah |

Pasal 24

Badan Satpel PP dan Linmas mempunyai tugas membartu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pemeliharaan dan Penyelengoaraan
Ketenteraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat.

Pasal 25

Lintuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan
Satpal PP dan Linmas mempunyai fungsi :

a  Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang ketenteraman, ketertiban dan
perlindungan masyarakat ;

b. perumusan dan  pelaksanaan kebijakan teknis pemeliharaan dan

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum |

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan masyarakal |

pelaksanaan panegakan paraluran darrah sorla preatienn porandang-undangan

vang berlaku di ingkungan pemerintah daerah ;

pembinaan polisi pamong praja di lingkungan Pemerintah Daerah

pambinaan Satuan perlindungan masyarakat di daerah |

penanggulangan bencana alam dan rehabilitasinys;

penyalenggaraan tata usaha dan urusan kerumahtanggaan ;

panyajian bahan kekijakan pimpinan;

koordinasi pelaksanaan tugas;

pelaksanazn lwgas-lugas lan yamg di berkan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya

an
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EBagian Keadua
Susunan Organisasi
Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Badan Satpol PP dan Linmas terdin dari :
a. Kepala;
tx. Bagian Tata Usaha , terdiri dari :
1. 3Subbag Perencanaan dan evaluasi
2. Subbag Umum ;
c. Bidang Satuan Polisi Famong Praja, terdiri dari
1. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas
2, Sub Bidang Pembinaan dan Operasi
d. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
1. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana ;
2. Sub Bidang Pamberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat
2. Kelompok Jabatan Fungsional

(£) Bagian Tata Usaha dipimpin cleh seocrang Kepala yang berada di bawsh dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan Satpol PP dan Linmas.

{3} Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertznggungjawab kepada Kepala Badan Satpol PP dan Linmas,

{4} Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh searang Kepala yang berada di bawsah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha,

(5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin alsh secrang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang membawahinya,

(B) Kelompok Jahatan Fungsional dipimpin oleh =eorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan Satpol PP dan Linmas,

(f] Bagan 3Susunan Organisasi Badan Satpol PP dan Linmas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran V| yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB X

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pakok dan Fungsi
Pasal 27
Badan Kesatuan Bangsa dan Kesejahteraan Sasial selamutnya dalam Peraturan
Craerah ini disebut BAKESBANGSOS merupakan unsur pelaksana lugas tertentu
Femeriniah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Kessjahteraan Sosial dipimpin

aleh seorang Kenala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalu Sekretaris Gaerah



Pasal 28

BAKESBANGSOS mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerinlah daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 29

Untuk menyeslenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
BAKESBANGSOS mempunyai fungsi

=

BEJITFTST @opno

Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan
Kesejahteraan Sosial;

perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi hubungan antar lembaga ;
perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasipemantapan kesatuan bangsa !
perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasipenanganan masalah aktual:
Penyusunan program, pengawasan dan evaluasi ditidang kesatuan bangsa ;
pembinaan dan pengembangan kesesjahteraan sosial |

penyelenggaraar pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial, penyandang
masalah sosial ;

perizinan dibidang pengumpulan uang/barang/sumbangan lainnya ;

pemelinaraan taman makam pahlawan di daerah |

pembinaan nilai kepahlawanan, kejuangan dan persatusn bangsa ;
pemberdayaan organisasi sosial dan kemasyarakatan ;

penyelenggaraan tata usaha dan urusan kerumahtanggaan .

. penyajian bahan kebijakan pimpinan;

koordinasi palaksanaan tugas;
pelaksaan tugas-tugas lain yang di berkan oleh Bupab sesuai tugas dan
fungsinya .

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Fasal 30

{1) Susunan Organisasi BAKFSBANGSOS terdiri dari:

a. Kepala ;
b. Bagian Tata Usaha | terdin dari
1. Subbag Perencanaan dan evaluasi ;
2. Subbag Umum ;
. BidangKesatuan Bangsa, terdiri dari :
1. Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Penanganan Masalah Aktual ;
2, Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi ;
d. BidangKesejahteraan Sosial , terdiri dan ;
1. Sub Bidang Bimbingan Penyuluhan Sosial ;
2. Sub Bidang Rehabililasi dan Pelayanaon Sosil
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata lsaha dipimpin oleh secrang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala BAKESBANGS0S |

(3] Masing-masing Bidang dipimpin oleh secrang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggungjawalb kepada Kepala BAKESBANGSOS.



(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yvang berada di bawsh
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

(&) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawsah
dan bedanggungjawab kepada Kepala Bidang yang membawahinya

{5} Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk cleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada
Kepala BAKESBANGSOS,

{7) Bagan Susunan Organisasi BAKESBANGSOS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum pada lampiran VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan darn
Paraturan Daerah ini

BAEB X

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KELUARGA BERENCANA DAERAH

Bagian perfama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 31

Kantor Keluarga Berencana Daerah selanjulnya dalam Peraturan Daerah ini disebut
Kantor KBD adalah unsur pelaksana tugas terteniu Pemerintah Daerah di bidang
pemberdayaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera,
dipimpin oleh saorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekrataris Daerah,

Pasal 32

Kanmtor KBD mempunyai tugas membaniu Bupati dalam memberikan pelayanan,
mealaksanakan pengendalian, pengelolaan program dan pemberdayaan keluarga
berencana serla pembangunan kelaarga sejahtera di Daerah,

Paszal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kantor
KBD mempunyai fungsi

penyusunan kebijakan operasional di bidangnya;

koordinasi kegiatan fungslonal pemberdayaan keluarga berencana dan keluarga
sejahtera;

pelayanan program keluarga borencana dim keldugrga segoabilon,

pEnyusunan program, evaluasi dan laporan;

pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan |

pelaksanaan lugas-lugas lain yang diberikan cleh Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.

o o

hp O 0
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Bagian Kedus
Susunan Organisasi
FPasal 34

(1) Susunan Organisasi Kantor KBD terdiri dari -
a. Kepala:
., Sub Bagian Tata Usaha:
c. Seksi Pemberdayaan Keluarga Berencana;
d. Seksi Pembinaan Keluarga Sejahtera;
2. eksi Data dan Informast;
. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2] Sub Bagian dipimpin oleh searang Kerala yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Kantor KBD.

(3] Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Kantor KBD.

(4} Kelompok tabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yvang ditunjuk oleh pejabal yang berwerang dan bertanggungjawab kepads
Kepala Kantor KB,

(3) Bagan Busunan Organisasi Kantor KBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

BAB X1
TATA KERJA
Pasal 35

Ualam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok
Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun
antar satuan organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 35
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing

dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-dangkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Setiap pimpinan  satuan  organisasi  bertanggungiawab  memimpin  dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan  serta
petunjuk bagi pelaksanaan lugas bawahannya.

Pasal 38

Setiap pirnpi_nan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan barkala
lepal pada wakiunya,



ir

FPasal 39
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagal babhan untuk penyusunan laporan lebib lanjut
dat untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 40
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan
wajib disampaikan pula kepada saluan organisasi |lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Fasal 41
Dalam melaksanskan tugasnya seliap pimpinan saluan organisasi dibantu oleh
satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka memberkan bimbingan kepada
bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB Xl

KEPEGAWAIAN

Fasal 42
Jemjang jabatan, kepangkatan, susunan kepegawaian dan pengangkatan dalam
jabatan ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAMN LAIN-LAIN

Pasal 43
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta tata Kerja Lembaga Teknis Daerah diatur
lebib lanjut dengan Peraturan Bupali.

BAB XIV

KETENTLAN PENUTLUE

Paszal 44

Dengan berlakunya Feraturan Dasrah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
Nomar 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungs Lambaga Tekems Do aby Kabsopsden fopara dwngakakam bidok borl ki

Pasal 45

Pelaksanaan lebih lanmut dari Peraturan Daerah ini ditetapkan cleh Bupati sesuai
dengan ketenluan perundang-undangan yang berlaku



Pasal 4&

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengstahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturcn Dasrah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

ditetapkan di Japara
pada tanggal 12 Agaehe 2007

ATl JER

HENDRO MARTOJO
Diundangkan d| Jepara

pads tanggal 20 Arf.#v; 2007
SEKRETARIS DAERAH

~

M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABLIPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR 13



PENJELASAN
ATAS

FERATURAN DAERAH KABLIPATEN JEPARA
NOMOR 12 TAHUM 2007

TENTANG

FEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISAS|, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

PENJELASAN LMUM

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib maupun wrusan pilihan
Pemarintan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Normor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dasrah, dan hasil analiza beban karja
Perangkat Daerah, maka perlu dilaksanakan penyesugian-panyasuaian
terhadap kelembagaan perangkat daerah, termasuk didalamnya Kelembagaan
Lembaga teknis daerah. Unluk itu perlu menetapkan pembentukan, susunan
organisasi, tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupsten Jepara.

FPENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
cukup jalas,

Fasal 2
cukup jolas

Fazal 3
cukup jelas.

Pasal 4
cukup jalas

Pasal 5
cukup jalss,

Pasal &
ayat {1}
cukup jelas

ayal (2]
Cukup jelas

ayal (3)
cukup jelas

ayvat (4)
cukup jelas

ayat (&)
cukup jelas




ayat (8)
cuxup jelas

ayst (7)

yeng dimaksud senior adalah senior dalam kepangkatannya.

ayat (§)
cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal &

cukup jelas

Pasgal 9

cukup jelas,

Pasal 10

ayat (1}
CUkup jelas

ayat (2)
CukUp jelas

ayat (3]
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

ayat ()

yang dimaksud senlor adalah senior dalam kepangkatannya.

ayat (7)
cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas.

‘Pasal 12

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas.

Pasal 14

- ayat (1)
cukup jelas

ayat (2]
cukup jelas



ayat {3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
clkup jalas

ayat ()
cukup jelas

ayat(7)
yang dimeksud senior adalah senior dalam kepangkatannya.

ayat (9)
cukup jelas

Pasal 15
cukup jalas.

Paszal 16
cukup jelas

Pasal 17
cubkup jelas.

Pa=al 18
avat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3
cukup jelas

ayat (4}
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

aysat (6}
yang dimaksud senior adalah senior dalam kepangkatannya.

ayat (7}
cukup jelas

Pasal 18
cukup jalas.

Pasal 20
cukup jelas

Pasal 21
cukup jelas,




Pasal 22
ayat (1)
eukup jalas

ayst (2)
cukup jelas

ayat (3}
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
Zukup jelas

ayat (8)
cukup jalas

ayat (7)

vang dimaksud senior adalah senicr dalam kepangkatannya,

ayat (8)
cUkup jelas

Pasal 23

cukup jelas.

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25

cukup jalas,

Pasal 28

ayat {1)
cukup jolas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3}
cukup jelas

ayat (4}
cukup jelas

ayat (5}
cukup jelas

ayat {6}

yang dimaksud seniar adalah senior dalam kepangkatannya.

ayat (7)
cukup jelas



Pasal 27
Cukup |elas.

Pasal 28
cukup jelas

Pasal 29
clkup jelas.

Pasal 30
ayat (1)
cllkup jolas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup elas

ayat (4}
cukup jelas

ayat (5)
cukup jalas

ayat (6)
yang dimaksud senior adalah senior dalam kepangkatannya.

ayat (7}
cukup jelas

FPasal 31
cukup jelas.

Pasal 32
cukup jelas

Pasal 33
cukup jelas,

Pasal 34

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat {4}
yany dimaksud senior adalah senior dalam kepangkatannya.

ayat (5)
cukup jelas
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Pasal 35
' cukup jalas,

Pasal 36
cukup jalas

Pasal 37
cukup jelas.

Pasal 38
cukup jelas

Pasal 39
cukup jalas.

| Pasal 40
cukup jelas

| Pasal 41
cukup jalas.

' Pasal 42
i cukup jelas

|
l ' Pasal 43
' cukup jalas.

Pasal 44
cukup jelas

Pasal 45
cukup jelas.

Pasal 48
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 11
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